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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
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Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Bukittinggi

di

Bukittinggi

Dengan Hormat,

A.

i

Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang Undang;

. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang -

Undang;

. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 /PUU-XXII/2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali
Kota;

. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2

Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018
Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota
dan Wakil Walikota




7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

9. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Pencegahan
Pelanggaran dan Pengawasan Konten Internet (SIBER) Dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kota Bukittinggi
menyampaikan hal-hal sebagai berikut;
Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang — Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang -Undang yang menyatakan:
Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan
menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota
dan Calon Wakil Walikota.

1.Bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang -Undang yang menyatakan:

a. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat
dilakukan melalui:

Pertemuan terbatas;

Pertemuan tatap muka dan Dialog;

Debat Publik/ Debat Terbuka antar Pasangan Calon,;

Penyebaran bahan Kampanye kepada umum,;

Pemasangan alat peraga;

iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan/atau;
kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu
dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

N

2.Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor




13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
yang menyatakan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan
metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d.

(2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. selebaran;

b. brosur;

c. pamflet; dan/atau
d. poster.

3.Bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
yang menyatakan:

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mencetak bahan Kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) secara kumulatif
paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh
Pasangan Calon.

(2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis
bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon
dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”

4. Bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
yang menyatakan :

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan
metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e.

(2) Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. reklame;
2. spanduk; dan/atau
3. umbul-umbul
C. Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai bentuk pencegahan, Bawaslu
Kota Bukittinggi mengimbau kepada KPU Kota Bukittinggi agar:

1. KPU Kota Bukittinggi segera memfasilitasi bahan kampanye yang
difasilitasi KPU Kota Bukittinggi sebagaimana tertuang dalam Pasal 25
PKPU No 13 Tahun 2024.

2. Agar KPU Kota Bukittinggi scgera memfasilitasi pemasangan Alat

Peraga Kampanye (APK) yang dilakukan dengan memperhatikan asas



keadilan dan keberimbangan Pasangan Calon Walikota dan Calon
Wakil Walikota Bukittinggi.

3. Memperhatikan dan Mengamati, serta Mempedomani Peraturan
Perundangan-undangan yang berlaku dalam Tahapan Kampanye
Pemilu Tahun 2024.

Demikianlah surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan

kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

RUZI HARYADI, S.Ag..MA
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Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat




